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Menimbang :

Mengingat

a.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
’ SUNOMOR 30 TAHUN 1980
- TENTANG
1 PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
bahwa untuk menjamin terpellharanya tata tertib dan kelan-
caran pelaksanaan ‘tugas, d1pandang pwrlu menetapkan - per-

aturan d151p11n Pegawal Neger1 Slp11 H

. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hu-

kuman Jabatan dlpandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu

_ perlu d1t1nJau kemb311 dan dlsempurnakan 3

1.

2

Pasal 5 ayat (2) Undang -lI'ndang Dasar 1945 ;

1 4

Ketetapan MaJells Permusyawaratan Rakyat Nomor I1/MPR/1978-
tentang Pedoman Penghayatan dan’ Pengamalan Pancas11a { Eka-
prasetia Pancakarsa ) ;

_UndangundangNomor'B Téhun 1974 Lentang Pokok - pokok Ke-

pegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan -
Lembaran Negara Nomor 3041)"; !

. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan

Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara‘

Tahun 1974 Nomor 8, Tambalan Lembatan Negara Nomor 3021)

-
>
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG_PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGE-

RI

Dalam Peraturan Pemerintah ihi'yang dimaksud dengan ;

a,

SIPIL.
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

»

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan
yang mengatur kewajiban, larangan,. dan: sanksi apabila ke-
wajiban tidak d1taat1 atau larangan dilanggar oleh Pegawai
Negeri Sipil‘; .

. pelanggaran-disiplin adalah setjap ucapdn, tulisan, ~dtau

perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilaku-

kan di dalam maupun di luar jam kerja ;

»

. hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
- Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ‘Peraturan Disiplin -

Pegawai Negeri Sipil ;

. -l\- ‘

. peJabat yang berwenang menghukum adalah peJabat yang d1-

" “beri wewehang menJatuhkan hukuman dlSlplln Pegawal Negeri

‘Sipil.;

atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan lang
sung dari peyabat yang berwenang menghukum

. perlntah kedinasan adalah perlntah yang diberikan oleh a-

tasan yang berwenang mengenal atau yang ada hubungannya de
ngan kedinasan ; '

'peraturan kedlnasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh |

peJabat yang berwenang mengenal kedlnasan atau yang ada

*,
*

hubungannya dengan kedinasan.

BAB II..
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BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib .:

a,

‘setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah :

2

. mengutamakan kepentlngan Negara di atas kepentlngan go-

longan atau: divi. Sendiri, serta menghindarkan segala se -

suatu yang dapat mendesak kepentingan Negara ‘oleh kepen-
t1ngan golongan, d1r1 send1r1 atau pihak 1a1n 5

.menjungung tlnggl kehormatan: dan martabat Negara, Peme-

rintah, dan Pegawai Neger1 Slp11 ;

»

. mengangkat dan mentaati sumpah/;anjl Pegawal Negeri Sipil

dan sumpah/gangl Jabatan berdasarkan peraturan perundang

J_undangan yang berlaku.,

. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

““Menylmpan Rahasia negara dan atau”Rdhdsié Jabatan .dengan

sebaik- bamknya memperhatikan dan melaksanakan segala ke-
tentuan Pémerintah baik yang lanQSUng menyangkut tugas ke

dinasannya maupun yang berlaku secara umum.

imeléksénakan tugas kedlnasan dengan sebaik-baiknya dan

dengan penuh pengabdxan, kesadaran, dan tanggung jawab

beker;a dengan JuJur tertlb, cermat, dan bérsemangat un-
tuk kepentlngan Negara H

memellhara dan meningkatkan keutuhan kekompakan, persatu

;
segera melaporkan kepada atasannya, apab11a mengetahui a-

da hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Peme

‘rintah , terutama di bidang keamanan, keuangan, dan mate-

riil ;
mentaati ketentuan jam kerja ;

.
»

‘. menggunakan....
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menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya ;

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing ;

?

,bertlndak dan ber51kap tegas, tetapl ad11 dan bljaksana ter-

hadap bawahannya ;

membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya ;

menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terha-
dap bawahannya ;

mendorong baﬁahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya ;

3

memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan-
kariernya ; '

mentaat1 ketentuan peraturan perundang - undangan tentang per
pajakan ;

berpakaian rapi dan sopan serta ber51kap dan bertlngkah la-

~ ku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawa1 Negeri

Sipil, dan terhadap atasan ; . -

hormat’ menghormati antara sesama warganegara yang memeluk a-

gama/kepercayéaﬁ"terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlain-

an ;

menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyara-
kat ; I ; B

‘mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan

kedinasan yang berlaku j

:mentaatl perlntah kedlnasan darl ‘dtasan yang Berwenang

memperhatlkan dan menyelesaikan dengan sebalk -baiknya setlap

laporan yang d1ter1ma mengenai pelanggaran d151p11n

‘Pasal 3 ot

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

.. a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau

s
1]

martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil
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b. menyalahgunakan wewenangnya ;

1.

cl tanpa izin Pemerlntdh men;ad1 Pegawal atau bekerja untuk ne-

gara aslng ;

d. menyalahgunakan barang barang,‘uang, atau surat- surat ber -
harga milik Negara ;‘;

-~

"q. mem111k1, menjual membe11, menggadalkan, menyewakan, atau -

I,”memlnjamkan barang barang, dokumen, atau surat surat berhar-
82 m111k Negara 5ecara tldak sah ;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, ba-

Vwahan, atau orang lain d1 dalam maupun di luar 11ngkungan -

.kerjanya dengan tuJuan untukw keuntungan pribadi,. golongan,

v'atau plhak lain, yang secara, langsung atau tldak langsung me
ruglkan Negara j

g. melakukan tindakan yang bersifat negatmf dengan maksud mem-
balas dendam terhadap bawahannya atau Orang 1a1n di dalam
maupun d1 luar llngkungan kerjanya |

h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saJa dari
siapapuii’ juga yang diketahui atau pdtut dapat Hldﬁga " bahwa
- ‘pemberidn’ itu bersangkutan atau mungkin bersdngkutan'-déngan

'Jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkut-
an ; B . o
i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan a-

tau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan
jabatan ;

j. bertindak sewenang-wenang terhédap bawahannya ;

o

. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat berakibat menghélangi atau mempersulit
salah satu p1hak yang ‘dilayaninya sehlngga mengaklbatkan ke-

““rugian bagi pihak yang dilayani ; o '

1. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;

m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang -dike-
;. tahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan. ' pribadi,

- ‘golongan, atau pihak lain ; .
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n. bertindak selaku perantara bagi. sesuatu. pengusaha atau golong-

,an untuk mendapatkan pekerJaan atau pesanan dari kantor/ ins-
tans1 Pemerintah ; R .

0. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang keg1atan usahanya
berada dalam ruang llngkup kekuasaannya H

p. mem111k1 saham suatu perusahaan yang keglatan usahanya tidak
berada dalam ruang llngkup kekuasaannya yang Jumlah dan si-
fat pemlllkan itu sedem1k1an rupa sehlngga melalu1 pemlllkan-
saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan
penyelenggaraén atau J&lannya perusahaan ,‘

.....

Hq melakukan keglatan usaha dagang balk secara resm1, maupun sam
. o

b11an menJad1 d1rek51 plmplnnn atau komlsarls perusahaan

swasta bag1 yang berpangkat Pemb1na golongan ruang IV/a ke a-

tas atau yang memangku Jaba;an eselon I.
[

. melakukan pungutan t1dak sah dalam bentuk apapun Juga dalam

melaksanakan tupqsnya untuk kepentlngan pr1bad1 golongan, a-
tau p1hak lain.

P e
t1

(2) .Pegawai Negeri.Sipil yang berpangkat‘Penata Tingkat I.- golongan
ruang. 111/d ke.bawah yang akan melakukan kegiatan: -sebagaimana di

‘maksud dalam ayat (1) huruf 94 wajib mendapat izin tertulis dari
pejabat yang berwenang.

PEF IR e BAB III

. Lot [
free L b ey

HUKUMAN DISIPLIN

Baglan Pertama‘ o
Pelanggaran DlSlplln-

R TENE S R

Pasal A 5:4“ 

Pt e

Setiap ucapan,_. Qulasan, atau perbuatan Pegawai Neger1 Sipil yang me-
langgar ketentuan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 dan: Pasal 3
dalah pelanggaran d151p11n.

» 8-

wsve., o Pasal .5

e
S A o

Dengan: tidak- mengutangi ketentuah: dalam peraturan perundang-undangan

pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di-
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jatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum,

Bag1an hcdua

Tlnqkat dan Jenis Hukuman D151p11n'

Pasal: 6
€)) Tlngkat Hukuman d151p11n terdiri dari :

a. hukum1n d151p11n rlngan ,_;
b. hukuman d151p11n sedang, dan

c¢. hikuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri .dari :

a., tegoran lisan ;.
b. tegoran tertulis, dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplih‘sedang terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk.paling lama 1 (satu) -

tahun ;

b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk

pallng lama 1 (satu) tahun § dan

c. penundaan kenaikan pqngkat untuk pallng lama 1 (satu) tahun,

(4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a. penurunan pangkat padé pangkat yang setingkat lebih rendah -

untuk paling lama 1 (sati} tahun :

]

b. pembebasan dari jabatan |

¢. pemberhentian dengan hormat tidak atas permlntaan sendiri se

bagai Pegawai Negeri 'Sipil; dan

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagal Pegawal Negeri Si-

pil.
. Baglan' Ketlga
Pejabat yang Berwenang Menghukum

: : ~ Pasal 7. :
(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

F-<t
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leplnan Lembaga Pemerlntah Non Departemen bag1 Pegawai Nege
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Presiden bagi Pegawéi‘Negéri‘Sipil féﬁg .

1. berpangkat Pembina Tlngkat I golongan ruang IV/b ke atas,
sepanjang mengena1 Jen1° hukuman d151p11n sebaga1mana di-
maksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d ;

2, memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain
yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di
tangan Presiden, sepanjang mengenal jenis hukuman disip -
lin sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat [4) huruf b ;

»

Menteri dan Jaksa Agung bagl Pegawal Neger1 Sipil dalam ling

kungannya masing- masing, kecuali jenis hukuman d1sip11n se-
bagaimana dimaksud dalam : ' ' '

1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b ke atas ;

2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bag1 Pegawai Negeri Sipil  yang
memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain -

yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di

tangan Presiden ;

Pimpinan Kesekretar1atan Lembaga'Fert1ngg1/T1ngg1 Negara dan

ri Sipil dalam 11ng1vnrawn ‘a m151ng mas1ng, kecuali jenis hu
kuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal 6 ayat (4) huruf d

2. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
3. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memangku jabatan struktural eselon I atay jabatan lain -

yang wewenang pengangkatan dan. pemberitahuannya  berada

di tangan Presiden ;

. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri  Sipil

Pusat yang dlperbantukan pada Daerah Qtonom dan bag1 Pegawai
Negeri Sipil Daerah dalam 11ngkungannya masing-masing, ke-
cuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :

1. Pasal ...
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1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri
. Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom ;
., 2, Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Dae-
rah ; . : . - CLoe
3. Pasal 6 ayat (4) huruf ¢ bagi Pegawa1 Neger1 S1p11 Daerah

yang berpangkat Pemb1na T1ngkat I golongan ruang IV/b ke
atas ;

e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di- luar Negeri bagi
Pegawai Negeri Sipil yang dlpekerJakan pada Perwakilan Re-
pub11k Indone51a di luar Negerl, deekerJakan/dlperbantukan
pada negara sahabat atau sedang men;alankan tugas belaJar

~di luar negerl, sepanJang mengenal Jenls hukuman disiplin-

sebagalmana d1maksud dalam Pasal 6 ayat [2) dan ayat (1)
huruf b,

{2) Jenis hukuman disiplin sebagalmana dlmaksud dal am Pasal 6 ayat
(4) huruf d bag1 Pegawal Neger1 S1p11 yang berpangkat Pembina
golongan ruang 1V/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan
Lembaga  Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non De-
partemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menterl/Sekretarls Negara.,

(3)”Jenls hukuman disiplin sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 a-
“yat (4) huruf d ‘bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpang-
kat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Dae-
rah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh MenterldalamNegerl a-
tas usul Gubernur Kepala Daerah yanp bersangkutan

Pasal 8

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasail
7-ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d dapat mendelegasikan se -
bagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaan
nya untuk menjatuhkan hukuman d151pllq dalam lingkungannya masing-
masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebaga1mana dlmaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) huruf ¢ dan huruf d dengan ketentuan sebagai be
rikut :

P

a. untuk ,,,.
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a. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da-
l4in -Pasal 6”ayat' (2) huruf a dapat dideiegas1kaﬁ kepada  pejabat
yang ‘memangku-jabatan struktural serendah- rendahnya eselon 'V atau

jabatan lain yang setingkat dengan itu ;

»
.\

b. untuk menJatuhkan Jenls hukuman d151p11n sebaga1mana dimaksud da-
~ lam Pasal 6 ayat (2), dapat d1de1ega51kan kepada peJabat yang me=

mangku jabatan struktural serendahrendahnya eselcn IV atau pejabat
lain. yang setlngkat dengan itu

»

'c untuk men;atuhkan Jenls hukuman d1$1p11n sebagalmana d1maksud da-
lam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat dldelega51kan ke-
pada peJabat yang memangku Jabatan struktural serendah - rendahnya

eselon III atau Jabatan 1a1n yang set1ngkat dengan Atu ;

d. untuk mengatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 6 ayat (2) dan ayat {3) dapat d1de1egas1kan kepada pe-
Jabat yang memangku Jabatan struktural serendah-rendahnya eselon
11 atau Jabatan_lqln yang setingkat dengan itu

. , . B -{i . . X . L

. €@. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 6 ayat (2), ayat (3}, -dan ayat (4) huruf a‘dan huruf b
dapat d1de1epas1kan kepada pe;abat yang memangku Jabatan Struk-

tural eselon I atau Jabatan lain vang set1ngkat dengan 1tu

Baglan keempat ‘
Tatacara Pemerlksaan, Pen;atuhan dan Penyampalan
Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang meng-

hukum wajib . memerlksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang di-
_ sangka melakukan pelanggaran disipiin itu,

(2) Pemeriksadn sebaga1mana dimdksud ‘dilaim ayat (1) dllakukan :

a. secara llsan apablla atas pertlmbangan pejabat yang berwenang
menghukum pelanggaran d151p11n yang dilakukan oleh Pegawai Ne-

geri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia di-

jatuhi.......
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jatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 ayat (2) Vo
-b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang ber-

wenang menghukun, pelangparan disiplin yang dilakukan oleh -

Pegawai Negeri Sipil .yang bersangkutan akan dapat mengakibat

kan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pe-
* langgaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10

' Dalam melakukan pemériksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat

mendengar afdu meminta keterangan dari orang lain apablla dipandang

‘nya perlu,

Pasal 11

‘Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a, hurdf b, huruf c,'dan’ﬁﬁfuf d, dapat memerintah -
kan pejabat bawahannya untuk memériksa Pegawai Negeri Sipil yang

disangka melakukan pelanggaran disiplin..

Pasal. .12

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukum-
an d151p11n yang d1Jatuhkan dengan mempertlmbangkan secara sek-

| sama pelanggaran d151p11n yang dllakukan oleh Pegawai Negeri Si
| pil yang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan hukuman d151p11n sebagaimana dimaksud dalam a-
 yat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang
dllakukan oleh Pegawal Negerl Slpll yang bersangkutan

Pasal 3

RN
i

(1) Kepada Pegawa1 Veger1 S1p11 yang berdasarkan ha511 pemeriksaan-
ternyata melakukan bbeberapa pelanggaran disiplin terhadapnya
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hanya dapat dijatuhi satu Jenls hukuman d151p11n

(2) Kepada Pegawal Neger1 Slpll yang pernah d13atuh1 hukuman disip-
' 11n yang kemudlan melakukan pelanggaran d1s1p11n yang sifatnya
sama terhadapnya d13atuh1 khukuman d151p11n yang lebih  berat

darl hukuman d1s1p11n terakh1r yang pernah d1]atuhkan kepadanya,

.

X DR )

‘Pasal * 14
(1) Jénis “Hukumdn disiplin’ sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pe- 1

jabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Neger1 sipil yang
bersangkutan, :

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- {2) huruf b, dan huruf ¢, dinyatakan secara tertulis dan disam-

paikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Ne-
geri Sipil yang bersangkutan,

(3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) dan"ayat (4), ditetapkan dengan' surat keputusan dan
:disampaikan’ ol¢h: pejabat yang berwenang menghukum kepada Pe -
gawal Neger1 8ipil yang bersangkutan o iy

(4} Penyampaian hukuman d151p11n dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima
" Keberatan atas Hukiman Disiplin

o ‘ oo Pasal 15 ‘

(1) Pegawal Negerl Slpll yang d1Jatuh1 ‘salah satu jenis hukuman di-

s1p11n sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat
_ mengajukan keberatan

(2). Pegawal Negerl Sipil yang d1Jatuh1 salah satu jenis hukuman di
'31p11n sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 6 ayat (3) . dan ayat
(4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan peJabat yang ber
wenang menghukum dalam jangka waktu 14  (empat belas) hari ter-

h1tung mu1a1 tanpgal ia menerlma keputusan hukuman d151p11n ter
sebut, o

¢

Paé’él - 16 l..!'."
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Pasal 16

,(13 Keberatan sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dlaJukan
Secara tertulis melalui saluran hirarki.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), h
rus dimuat alasan-alasan dari’ keberatan itu.

a-

Pasalﬁ 17,

(1) Terhadap hukuman disiplin yang’ leatuhkan oleh Presiden tidak
-dapat diajukan keberatan: ’

(2) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh peJabat yang ber
wenang menghukum sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), -

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan -

keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) huruf ¢ dan huruf d B

. Pasal 18 ol
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan ataé3penjafuhan hukum-

an disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan peéjabat yang ber-

'wenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga)

har1 kerJa terhitung mulai tanggal ia menerima surat .keberatan itu,

Pasal 19

(1) Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri 51p11 yang dijatuhi -

hukuman disiplin, maka pejabat ‘yang berwenang menghukum yang -
bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang di-
" ajukan oleh Pegawai Negeri S1p11 yang bersangkutan
!

(2) Tanggapan sebagaiﬁana dimaksud dalam ayat (1), dlberlkan secara
tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang -
menghukum yang bersangkutan dalam, jangka waktu-3 (tiga) hari -

kerja terhltung mu1a1 tanggal 1a menerima surat keberatan itu,

s

Pasal 20 ,,.....
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Pasal 20 ' ' f{ C
(1} Atasan pejabat yang berwenangfmenghukum yYang menerima surat ke- e

- beratan tentang.penjatuhan ‘hikiinar disiplin, wajib mengambil kg:
putusan atas keberatanﬂxangﬁdiajykgqgo;ehﬁPeéaﬁai Negeri Sipil
yangrbersangkutag dalamwjanggahlqaktu 1 (satu)_bulan terhitung
mulai tanggélLiapmenerim§??sut@f kébé;atan‘itui ‘

(2) Apabila dipandang periu, maka atasan gejabat yang befwenang meng
hukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat - yang
_berwenang menghukum gaﬁg bersangkutan,gﬂégdwai:Negeni:Sipil -
‘;éﬁg &ijatﬁhi ﬁﬁkumﬁn diéiplin, dﬁh;;aﬁgg;bféng:lain yang di-
anggap perlu, R ' |

& tono
-

Do oo s pa~s:a1 21 L

v(I) Atasan pejabat yang berwenapg‘nenghukum dapat nemperkuat atay -
1 mengubah hukuman disiplin_ygpg,dijatuhkan oleh pejabat yang ber
wenang menghukum. '

(2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud-

da;am ayat (1), ditgggpkan dengaqﬁsurat keputusan-atasan peja-
A;bgp;ygng bgrwenang»qughukum. Cat

5 (3) Te;hadapvkeputusan'ataSanrpéjabat?yang‘berWénéhg menghtikum se-

-bagaimana dimaksud dala-, Ayat‘(2};-tidak"daﬁét“&iajukén'kebe -
ratan,

) Bagian Keenam R
| 'Berlgkunya'geputusgn: Hukuman Disiplin::

Pasal - 22

(1) Hukuman disiplin15§b§gaiﬁana'dihéksu& dalam Paséi”é ayat ( 2 )
- yang dijatuhkan kébadaaseorang'Pegawai Negéri‘Sipiiaberlaku se-
2 -jak . tanggal disampaikan oteh pejabat yang berwenang menghukum-
-~ kepada yang bersangkutany. v ot o . : 0.
fZJ“Hdﬁdﬁah’disiplin ééhdé%imana:&iﬁagghdwdaiam-ﬁésél'6 ayat ( 3 )
dan ayat (4) : ‘

a. apabila ,..,.,
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-

a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada: hari kelimﬁ

‘belas terhitung mulai ‘tanggal Pegawai Negeri Sipi1 ‘yaﬁg

bersangkutan menerima keputusan huk-man disiplin itu, ke- .

cuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 6 ayat (4) huruf b ;

b. apabila ada keberatan, ‘mulai’berlaku sejak tanggal keputus-
an atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin se-
bagaimpna‘dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b ;

c. jenis.hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
-ayat (4) huruf b, mulai berlaku- sejak tanggal- dltetapkan -
oleh pejabat yang berwenang menghukum.. ‘- '

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman d131p11n ti
dak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman d151p11n,
maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh ter-

~ hitung mulaji:tanggal yang ditentukan untuk penyampaian  ke-
; putusan hukuman.disiplin tersebut, . .. - . '

.. ., --BAB v R
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

PASAL 23
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pémbiﬁé"géibngaﬁ ruang -
IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman d151p11n
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) -huruf ¢ dan huruf

d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepe -
‘ gawa1an.

@

Badan Pertlmbangan Kepegawa1an sebagaimana. dimaksud dalam ayat
(1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

._ Pasal | 24 |

T R ‘o R

.Badan Pert1mbangan Kepegawaian wajib méngambil Keputusan me-

ngenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepa-
danya.

(2)'Keputusén..
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WW(2) Keputusan .yang diambil oleh Badan Pert1mb5hgan Kepegawaian, a-
"dalah meng1kat dan wa31b d11aksanakan oleh semua p1hak yang ber
‘sangkutan

BAB - V
i ico.i+ - KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Wit pasal 25 - .

3

Apab1la ada alasan alasan yang kuat, peJabat sebaga1mana dimaksud-
‘r:dalam Pasal 7 ayat (1) hruf b huruf c, dan huruf d dapat  me -
ninjau kembali hukuman dlslplin yang telah dijatuhkan oleh peja-
bat bawahannya yang’ berwenanp menghukum dalam 11ngkungannya mas1q&

masing, S _ Doel L,

N w
A

Pasal 26 .. Y

S

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal -dunia atau mencapai batas u-
sia pensiun pada waktu sedang menjalanr‘hukUman”d151p1in'sebagalma
na dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan'ayat (4) hu-
ruf a, d1anggap telah selesai menJalan1 hukuman disiplin.

Pasal. 27

(1) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga ba-
gi:
a. Calon Pegawai Negeri Sipil ;

" b. Pegawai bulanan di samping pensiun,

(2) Calon Pegawai Neger1 §ipil yang dijatuhi hukuman disiplin se -

" dang atau berat,’ d1nyatakan tidak memenuhi syarat untuk diang-
_kat menjadi Pegawai ‘Negéri Sipil.

(3) Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan

di samping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebaga1ma-
" 'na dimaksud dalam Pdsal 6 ayat (2) ‘dan’ ayat (4) huruf b .

Pasal 28 .........
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Pasal 28

;_Hal hal yang belum cukup d1atur dalam Peraturan Pemerintah ini di-
atur leb1h lan]ut dengan Keputusan Pre51den.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerin -

tah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Ne-
gara.

BAB VI
A
KETENTUAN PERADILAN

Pasal 30

Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Pératuran
Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil. yang
bersangkutan tetap berlaku,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 &

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerin
tah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 16 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 202) dan sega-
la peraturan perundang-undangan lalnnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Pemerintah.ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ........




- 18 .-

o I
Agar .Supaya setlap orang mengetahulnya, memer1ntahkan

pengundgngan Peraturan Pemerlntah ini denganpenempat-
annya dalam Lembarsn Negara Republik Indonesia.

g : e S T

P S ie e ey
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 1980,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta S | !
pada tanggal 30 Agustus 1980, tud,
MENTERT/SEKRETARIS NEGARA o e
REPUBLIK INDONESIA, = Y USOEWARTE P
ttd.
SUDHARMONO, S.H, :
-t . 1 hd “ '.\ ’ . 7

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 50,

Disalin sesuai aslinya oleh
* SEKRETARTAT NEGARA R.I.

I N A FOEPLITES o
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PENJELASAN R e N FRTL
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
N ;  TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENJELASAN UMUM

Dalam tangka usaha untuk mencapii tujuan Nasional, diperlukan adanya Pe -
gawai Négeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Nggara,_d?n; Abdi
Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Paﬁéééﬁia,ﬁndang-Un -
dang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermen -
tal balk berw1bawa berdaya guna, berhasil guna, ber51h bermutu tlnggl,

dan sadar akan tanggung Jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah

an dan pembangunan.' _ ‘ _
> LoAnm e : - T

Untuk memblna Pegawa1 Neger1 Sipil yang demiklan 1tu, anpara lain dlper-

'-an, dan sanks1 apab11a kewaj1ban tldak d1taat1 ' atau larangan d11anggar.

Dalam Peraturan Pemerintah: ini dxatur dengan Jelas kewa31ban yang harus
ditaati dan larangan, yang. tidakiboleh dilanggar oleh_getlapgﬁegawal Ne-
- geri Sipil yang melakukan.pelanggaran disiplin... . . e e

- Selain dari pada itu dalam Peraturan, Pemerintah .ini diatur pula :: tentang
-tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan.dan .penyampaian Jhukpman disi-
p11n, serta tata cara . pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri. Sipil
yang dijatuhi khukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disi-
plin yang dijatuhkan kepadanya. ‘ con

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan merididik/Pegawai -
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, o

Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib heméfiﬂéé -
lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri S1p11 yang melakukan pelang-

garan disiplin itu. g

Hukuman disiplin’ yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran -
disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima o-
leh rasa keadilan,

PENJELASAN  ,..........
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 o [ S S O

Cukup jelas,

Pasal 2

Cukup jelas. - R

Pasal 3 ' L
i [T L s e ol

Cukup Jelas

Pasal’ vf””

_; 7_LiUca§aﬁ adalah setlap kata kata yang dlucapkan dlhadapan atau dapat di
o 'dengar oleh orang laln, sepertl dalam rapat, ceramah d1skus1, melalui
telpon, radio, telev151 rekaman atau alat komun1ka51 lalnnya.

TuIlsaﬂ-a&alah pernyataan p1k1ran dan ptau perasaan secara tertulls -
baik dalam bentuk tulisan _maupun dalam bentuk gambar karikatur coret
an, dan lain- 1a1n yang serupa dengan itu,

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan’
Termasuk pelanggaran d1$1p11n adalah setlap ‘perbuatan memperbanyak
mendengarkan, mempertontonkan, menempelkan menawarkan menyimpan, me-

]

miliki tulisan atau rekaman yang berisi anJuran atau ‘thasutan untuk me-
langgar ketentuan sebagaimana dimaksud daiam Pasal’ 2 dan’ Phsal 3 ke~

cua11 apabila hal itu dllakukan untuk kepentlngan d1nas.

i I"?;’.'

Pasal 5

- Cukup jelas, - C L e

Pasal “6

Ayat - (1)

v

Cukup jelas. e Larrel

Ayat (2) ‘ o R U SRS R
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Hukuman d151p11n yang berupa tegoran lisan 'dinyatakan dan dlsampalkan
secara lisan oleh peyiﬁht yang berwenang menghukum kepada Pegawal Ne
geri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, h
Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan se-
~cara tegas sebagal hukuman -disiplin;=bukan hukuman d151p11n.

cefan . [T T LY R RGN

e Huruf b T e o ST
‘Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis d1nyatakan dan dlsam -
paikan secara tertulis oleh pejibat yang berwenang menghukum kepada
Pegawai Negeri Slpll yang melakukan pelanggaran disiplin, =~ ¢

Huruf c L emip eeebpendon T campbeT el

Hukuman disiplin yangAbefupa'pernyntaan tidak ‘puasidinyatakan dan di
sampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum ke-
pada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin,

Ayat (3) - - . B T coovipmees o L AT

Semua Jenls hukuman d151p11n sebagalmana dlmaksud dalam ayat 1n1 di-

tetapkan dengan surat keputusan oieh peJabat yang berwenang menghukum.
e e - . r i .

Huruf a o e PR

O T T
R R A

s

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji. (berkala, dite-
tapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tlga) bulan dan untuk paling
lama 1. (satu) tahun Masa penundaan kenalkan gajl berkala tersebut

dihitung penuh untuk kenaikan gajl berkala berlkutnya.

T
Huruf b o arr e L

Hukuman dlslplln yang berupa penurunan gaji sehesar satu ka11 kenaik-
an gaji berkala, dltetapkan untuk-masa sekurang-kurangnya 3(tiga) bu-
lan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, Setelah masa menjalan1 hu-,
kuman disiplin tersebut selesa1 maka gaji pokok Pegawa1 Negerl Si -
pil yang bersangkutan langsung kembali pada gajl pokok semula.

‘" Masa penurunan ga31 tersebut dihitung penuh untuk kenalkan gaJ1 ber-
PO wl Tt
kala berlkutnya e

) .lh-
P £

Apabila dalam masa menyalan; hukuman d1s1plin Pegawai Neger1q§;p11 -

yang ber........




 Ayat (4)
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yang bersangkutan memenuhi Syarat-syarat untuk kenaikan gaji berka-
1a, maka kena1kan -gaji berkala terSebut baru dibetikan terhitung mu-

lai bulan berakutnya dari -saut berakhirnya ndsa menjalani "hukuman -
disiplin.

Huruf ¢ TR ,
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat dltetapkan
untuk masa sekurang -kurangnya 6 (eman) bulan dan untuk paling = lama

1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ‘kenaikan pangkat Pegawa1 Ne-
geri Sipil yang ‘bersangkutan sdapat d1pert1mhangkan.‘

. P . e
et 1t T N o

Semua jenis hukuman d1sip11n sebagaxmana dimaksud dalam ayat 1n1 di-

tetapkan dengan surat keputusan oleh peJabat yang berwenang menghu-
]éum ' R AL Rt

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang se

- tingkat lebih rendah,- -ditetapkan:untuk masa sekurang- kurangnya 5 (e-
<. nam} bulap, dan untuk’paling lama:l (satu} tahun,

Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai,

. maka pangkat Pegawal Neger1 S1p11 yang_bersangkutan sdengan sendiri-

nya kemba11 pada pangkat yang. semula

, .. Masa dalam.pangkat -terakhir -sebelum dljathhl hukuman “‘disiplin beru-

pa penurunan-pangkat,-dihitung; sebagai: masa: kerga untuk’ kenalkan -
pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Fegawai. Negeri Si -

. p11 yang dijatuhi hukuman d151plin berupa penurunan pangkat, .- baru

_ dapat dlpertlmbangkan setelah Pegawal Neger1 Sipil yang bersangkutan
- ,:sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun d1kemba11kan pada pangkat semula .

Huruf b = . ... o R S L IV

Hukuman disiplin yang. berupa. pembebasan-dari ‘jabatan-sdalah pembebas

- :an dari jabatan-organik. Pembebasan dari- jabatan befarti: pulapenca-

butan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama Pémbebas

an dari Jabatan, Pegawa1 Neger1 S1p11 .yang bersangkutan menerlma -

......

pengha31lan penuh kecuali tunjangan jabatan.

mruf C"..-.'..
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Pegawai Negeri 51p11 yang d1]atqh1 hukuman d1s1plin berupa pember-
;hent1an dengan hormat tidak atas perm1ntaan send1r1 sebagai Pega -

wai Neger1 Slpll apablla memenuhl syarat masa kerJa dan usia pen-

s1un menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersang

kutan dlberzkan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas,

7

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang.di-
angkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada pe-
rusahaan milik Negara, badan-badan internasional yang berkedudukan—
di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah-
_pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan,

Hpruf a

B N A S
- Cukup jelas,

..Huruf b

Cukup jelas,
Huruf c

. Cukup jelas.

"Huruf & i v SR S

Dengan ‘hieriperidtikan keétentuan sebagaimana dimaksud daiafi huruf a ,
maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri’ Sipil

-..Pusat yang dlperbantukan .pada Daerah Otonom dan. Pegawai Negeri Si -

. .pil Daerah,yang-oleh Daerah QOtonom yang bersangkutan. dipekerjakan/

,;dlperbantukan Pada perusahaan, daerah - ‘atau instansi/badan lain, ada-
-1ah Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,

Huruf e

Pejabat. .Sebagaimana .dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang men-
jatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2) ......




- 24 -

ayat (2) dan ayat 4) huruf b.

- Yang berwenang men]atuhkan Jen1s hukuman d151p11n la1nnya sebagaima-
na dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf ¢,
dan huruf d bagl Pegawa1 Negeri S1p11 sebagalmana d1maksud dalamiy

huruf ini, adalah pegabat yang betwenang menghukum dar1 1nstansi in-
duk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas,

Pasal’ 8°
VCQRup jélésf
Pas‘al g . R N T T ey
Ayat (1)

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1n1, adalah un-
tuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar
atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui -
faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggar
an disiplin itu. ' L

Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,“s%hingga de-
ngan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbang -

-...kan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan -
dijatuhkan, =~ . |

'”Apab1la Pegawai Négeri Sipil yang disangka melakukan Pelanggaran di
“siplin tidak mémenuhi ‘panggilan untuk d1per1ksa tanpa alasan yang -
sah, maka dibuat panggilan kedua," Panggllan pertama dapat d11akukan-
secara lisan atau tertulis, sedangkan panggilan kedua harus dibuat
secara tertulis.

i i ' PRI S

Dalani ‘menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya Harus pﬁla diperha-

aF
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.. tikan waktu yqngfdippylukan,qn;uk ﬁenyampgikan”surat panggilan. Apa-
bila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan ke-

dua, maka ﬁéjaﬁéf“&éﬁé

R R T : e : e

berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disi-
“plin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya. '

Ayat (2)

- -:ﬁﬁfufra_ , ey

Pglanggéraglﬁisiplin yang mgngak}bq;kan PegawagvyggeriﬂSipil . yang

bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana gimaksugvdalam hu
ruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan -
cukup dilakukan secara lisan. ' '

Huruf b S
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, se -
hingga dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan,

Pegawai Negeri Sipi} yang.  disangka melakukan pelanggaran disiplin -
belum tentu bersa;ah,_o}eh sgbab“itulpgmeriksaanvdilakqhan.5 secara

fertutup.

-Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pe-
meriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berképentingaﬁ.

Pasal 10

Maksud dari Pasallini{ adalah untuk mendapatk@nAkpterangan‘yéng lebih
lengkap dalam rangka.u;ahn menjamin . obyektivitas.

Pasal 11 a
o Pada daéarnya pemeriksaan harus_@ilakukan oleh.pejabat yang berwenang
menghukum, tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang ber-

wéﬁéng-henghukﬁm’Séﬁégaiﬁanh?éimaksud dalam Pasal 7 ayat Iijiﬁu;uf a,

"hurdf.b;‘hurufﬁé;idﬁﬁ'hurufﬁd dapat meméfiﬁtahkan béjébaftiéiﬁ untuk
melakukan pemeriﬁégéh”ifu;’déhg;n kefeﬁéﬁaﬁhbahwa pejabat &ang;éiperiné
tahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku

o jabatan .....,
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jabatan yang iebih rendah dari Pegawai Neger1 Sipil yang dlperlksa.

_Pe;abat yang berwenang menghukun svbagdlmana dlmaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan send1r1 pemeg;ksaan ter

sebut,

Pemeriksaan terhadap pegawai Negeri Sipil yang disangka melakﬁkénvﬁe'-

langgaran disiplin yang untuk menJatuhkan hukuman d151p11n terhadap -

nya menJad1 wewenang Pres1den dllakukan oleh p1mp1nan 1nstans1 yang

bersangkutan

Pasal

A

12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksud dari pencantuman pelanggaran d151p11n yang dilakukan ~ oleh

" Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman d151p11n, adalah agar

Pasal

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuxan mengetahu1 pelanggaran disi
p11n yang dilakukannya, "

T e s e e

13

Ayat (1)

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap se

orang Pegawai Neger1 Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelangga

ran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan te-

lah melakukan beberapa pelanggaran disiplin, Dalam hal yqng sede-

mikian, maka terhadap Pegawai Negeri 51p11 tersebut hanya dapat
d13atuhi satu Jenls hukuman d151p11n. e ‘ oo

| Hukuman d151p11n yang akan d13atuhkan itu, haruslah dlpertlmbangkan

dengan seksama, seh1ngga setimpal dengan pelanggaran d1s1p11n yang

_ dllakukannya dan dapat d1ter1ma oleh rasa keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 14, .




+<

Y
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Pasal 14

Ayat (1) *
Cukup jelas.

Ayat (2) _ A
Cukup jelas. °
Ayat (3)
Cukup jelas,

Ayat (4)

Hukuman disiplin disampaikan secara langsung kepada Pegawai Negeri
Sipil yang dihukum oieh pejabat yang berwenang menghukum,  Penyampai
an 'hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang dlserahl :
urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat 1a1n asal;

kan pangkat atau Jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri
Sipil yang dihukum.-

Pasal; _}5 .
" Ayat (1)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ﬁda -
lah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan.  se-

. gera setelah hukuman d1s1p11n itu 611atuhkan , oleh sebab itu ti-
dak dapat diajukan . ‘keberatan. - '

- Ayat (2) -

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukumandisiplin berhak mengaju -
kan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apa-
bila menurut pendapatnya hukuman disiplin. yang dijatuhkan kepadanya
tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi
alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar.

Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (eﬁpat
belas( hari terhitung mulai tangga: ia menerima keputusan hukuman-
disiplin tersebut.. N

Keberatan yang d1a3ukan melebihi 14 ( empat belas ) har1 t1dak d1 -
~ pertimbangkan.

Pasal 16...
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Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan leng

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.:-- . . : .- - . N N
A S R T
Pasal 19

LR T ST

ceAyat @@)ize v van o

tulis atas keéberatan :itu.,. - - - By

Ayat (Zf o  ' et e el e

R e Y PP : N
it : | |’4

, Ssurat
keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan peJa at ' yang
berwenang menghukum. R S '

Pasal 20

'+ Ayat (1).
Cukup jelas.

Ayat (2) ' oo e S e

I8
T

b1h lengkap sebaga1 bahan untuk mempertlmbangkan dan menga
tusan.

bil kepu-

Pasal 21 ....




bera

1te£

jabat

surat

yang

le-

kepu-

Huruf a

- 29 -
Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang bérwenang menghukum| mempunyai alasan -
alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap ke-
putusan disiplin yang telah d1tetapkan oleh pe;&bat yang berwenang
menghukum baik dalam arti memperlngan, memperberat, atau membatal-
kan hukuman disiplin tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jelas,
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan be -
rat dapat mengajukan keberatan dalam jangka wakty 14 (empat belas)-
hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belag) hari itu Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan 'keberatan,-maka -
hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman digiplin itu, oleh -

sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari

ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas,

Huruf ¢

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rang-
ka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jénis hukuman d151p11n

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
kan dengan segera.

b perlu d1laksan§

PLsal 23 tiiieen
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Pasal 23 sampai dengan Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal - 25 e

Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Neger1 Sipil dengan
" sebaik- balknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d wajib mengikuti dan memperhatzkan-
keadaan yang langsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengam -
bil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya;‘ﬁalamthbUngan ini

maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin -

yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berweﬁang menghukum da-
lam lingkungan masing-masing apabila ia mempunyéi alasan-alasan yang
kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti

5 £ yang cukup dan meyakinkan,

1. Pasal 26 sampai dengan Pasal 32

Cukup jelas. ’ » .
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